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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah bentuk implementasi dari ilmu dan 
teori dalam proses belajar kepada realita dunia pekerjaan yang sebenarnya. 
Seorang pembelajar yang baik adalah seorang yang mampu memposisikan 
dirinya dirinya pada tempat dan pekerjaan yang baru. 
Universitas Negeri Jakarta merupakan kampus yang terletak di wilayah 
DKI Jakarta, pada saat ini praktikan mengambil jurusan S1 Akuntansi Fakultas 
Ekonomi. Di semester 6 menuju semester 7 ini praktikan wajib mengikuti 
Praktek Kerja Lapangan agar praktikan dapat mengimplementasikan ilmu 
praktikan selama di kampus pada perkerjaan yang ada dalam lingkungan kerja. 
Praktek Kerja Lapangan bisa melatih mental kita agar kuat dalam praktek kerja 
langsung agar kita bisa siap dalam menghadapi persaingan dalam dunia kerja 
nantinya. Pelajaran yang dipelajari selama di kampus dapat kita terapkan pada 
dunia kerja di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dengan melihat kehadiran OJK 
nantinya dapat dimaksudkan untuk menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan 
(abuse of power) yang selama ini cenderung muncul. Sebab dalam OJK, fungsi 
pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah. Akan tetapi meskipun OJK 
memliki fungsi pengaturan dan pengawasan dalam satu tubuh fungsinya tidak 






Kewenangan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia akan dikurangi, 
namun Bank Indonesia masih mendampingi pengawasan. Kalau selama ini 
mikro dan makro prudensialnya di Bank Indonesia, nanti OJK akan fokus 
menangani mikro prudensialnya. 
Untuk itu, sebagai seorang mahasiswa, kita bukan hanya sekedar harus 
mengerti dan memahami teori saja tapi kita harus mempunyai komunikasi yang 
baik dan benar agar kita bisa membuat relasi untuk memperluas jaringan kita 
serta harus bisa menerima infomasi yang benar. Saat ini banyak informasi yang 
harus kita saring agar kita bisa menjadi pribadi yang bijak dalam mendapatkan 
informasi yang ada serta kita harus menjadi pribadi yang mandiri dan kreatif 
agar bisa bersaing dalam dunia kerja karna sudah memiliki keahlian yang siap 
bersaing dengan orang lain di luar sana, dan harus tetap menerapkan ilmu agar 
kita bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita, pribadi seperti itu masih sulit 
kita jumpai saat ini karena dampak teknologi sangat mempengaruhi sikap dan 
tindakan seorang manusia. Dengan adanya Praktek Kerja Lapangan bisa 
membuat kita berlatih menerapkan point-point tersebut agar bisa menjadi 
pribadi yang siap untuk bekerja pada waktunya. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL  
Maksud dan tujuan dilaksanakannya praktik kerja lapangan adalah 
sebagai bentuk implementasi dari ilmu dan teori yang telah dipelajari selama 
kurang lebih tiga tahun masa kuliah. Serta dilaksanakan untuk menambah 





1. Maksud dilaksanakan PKL antara lain:  
a) Mencari pengetahuan tentang kondisi dunia kerja yang sebenarnya;  
b) Mencari relasi untuk di dunia kerja; 
c) Mempelajari untuk menerapkan hasil dari pembelajaran di kampus 
untuk di terapkan secara praktek di saaat PKL berlangsung; 
d) Mempelajari budaya pekerjaan yang ada pada instansi sektor publik. 
2. Tujuan dilaksanakan PKL antara lain:  
a) Memperoleh keahlian pada praktikan dalam menghadapi dunia kerja 
yang sesungguhnya;  
b) Mendapatkan relasi dalam dunia kerja; 
c) Meningkatkan pengetahuan dalam budaya kerja.. 
 
C. Kegunaan PKL  
Praktik kerja lapangan memiliki manfaat yang sangat besar bagi 
akademisi maupun perusahaan. Adapun manfaat praktik kerja lapangan  
tersebut antara lain:  
1. Kegunaan PKL bagi praktikan  
a) Waktu bagi praktikan untuk mempersiapkan diri dan menambah bekal 
sebelum praktikan terjun ke dunia kerja yang sebenarnya;  
b) Pembanding terhadap ilmu dan teori-teori yang telah diperoleh 
praktikan saat kuliah;  
c) Kesempatan praktikan untuk memperdalam dan memahami arti 





2. Kegunaan PKL bagi Fakultas Ekonomi UNJ  
a) Menjalin kerja sama dengan instansi sehingga Fakultas Ekonomi UNJ 
lebih dikenal dikalangan eksternal;  
b) Sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan mutu kurikulum di masa 
mendatang.  
3. Kegunaan PKL bagi Otoritas Jasa Keuangan 
a) Meningkatan pemamahan mahasiswa terhadap proses kerja di OJK; 
b) Membantu mahasiswa bekerja sambil belajar (learning by doing); 
c) Memberikan kesempatan terhadap mahasiswa untuk belajar dari 
pengalaman mereka (learning from experience) dalam menyongsong 
era globalisasi dalam dunia kerja;  
d) Memperluas pengetahuan mahasiswa dalam memahami situasi, 
kondisi dalam lingkungan kerja. 
 
D. Tempat PKL  
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada lembaga keuangan negara  
yang independen:  
Nama Perusahaan  :  Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat 
Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil 
Alamat : Gedung Djojoadikusumo Lantai 9, di Jl. Lapangan 
Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710 





Praktikan memilih Kantor pusat OJK Jakarta sebagai tempat PKL 
karena ingin mendapatkan pengalaman kerja di instansi yang memiliki peran 
sebagai yang melindungi perekonomian Indonesia serta belajar memahami 
dalam pekerjaan pengawasan di sektor keuangan Indonesia. 
 
E. Jadwal dan Waktu PKL  
PKL dilaksanakan di satuan kerja Direktorat Penilaian Keuangan 
Sektor Rill (DPKR) di bagian Pemantauan Perusahaan Pabrikan OJK. Dalam 
pelaksanaannya, terdapat beberapa tahap yang harus dilalui oleh praktikan. 
Berikut merupakan tahapan–tahapan yang dilalui oleh praktikan, yaitu:  
1. Tahap Persiapan  
Pada tahap persiapan, praktikan mendaftarkan PKL di OJK ke 
Gedung Wisma Mulia 2. Adapun informasi mengenai praktik magang di 
OJK dari teman sekitar. Selanjutnya, praktikan membuat surat izin Praktik 
Kerja Lapangan di BAKHUM selama 3 hari yan ditujukan kepada 
Learning Center OJK DKI Jakarta. Setelah itu praktikan menunggu 
melalui email penerimaan OJK sekitar 2 minggu setelah berkas PKL 
diserahkan pada pihak Learning Center OJK. 
 
2. Tahap Pelaksanaan  
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan tanggal 16 Juli sampai 10 
September 2018 pada hari kerja. Dimulai pukul 07.10 hingga 16.30 WIB 





mendapatkan surat pemberitahuan elektronik melalui email untuk briefing 
di OJK Institute Gedung Wisma Mulia 2. Setelah briefing kami diarahkan 
agar segera ke lokasi sesuai penempatan kerjanya. Lalu, praktikan di 
tempatkan pada bagian pemantauan di penilaian keuangan sektor riil karna 
sesuai dengan jurusan praktikan. 
3. Tahap Pelaporan  
Tahap ini merupakan tahap terakhir yang dilakukan praktikan  
dalam proses pelaksanaan dan penyusunan praktik kerja lapangan. Dalam 
tahap ini, praktikan mencatat segala kegiatan dan pekerjaan yang 
dilakukan praktikan setiap harinya. Selanjutnya praktikan merangkumnya 
dalam laporan praktik kerja lapangan yang merupakan salah satu syarat 
kelulusan pada Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. Laporan ini mulai disusun pada bulan Oktober 
2018, yaitu setelah pembagian dosen pembimbing PKLyang dibutuhkan 




BAB II  
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Umum Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil 
Otoritas Jasa Keuangan 
Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen,  mandiri 
dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang 
bertugas untuk menerapkan sistem pengaturan dan pengawasan yang 
mencangkup seluruh aktivitas di dalam sektor jasa keuangan di sektor 
Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di 
Indonesia. Dengan melihat ketentuan tersebut, maka telah jelas tentang 
pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen harus 
dibentuk. Pada 15 Agustus 2012 dibentuklah Tim Transisi Otoritas Jasa 
Keuangan Tahap I, untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa 
Keuangan melaksanakan tugas selama masa transisi. Mulai 31 Desember 2012, 
Otoritas Jasa Keuangan secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas 
Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank. 
Pengawasan di pasar modal juga dibagi menjadi Deputi Komisioner I dan 
II, dan dalam Deputi Komisionernya terdiri dari divisi pengawasan sektor 
keuangan dan divisi hukum yang mengurusi sanksi dari pelanggaran yang 
terjadi. Di Deputi Komisioner II dibagi menjadi Divisi Pasar Modal 2A & 2B. 






Jasa, Direktorat Penilaian Keuangan Peusahaan Sektor Riil, dan Direktorat 
Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal. Direktorat Penilaian Keuangan 
Perusahaan Sektor Riil terdiri dari 2 Deputi Direktur yaitu penilaian dan 
pemantauan. Pada deputi direktur pemantauan terbagi atas bagian Peusahaan 
Aneka Industri, bagian Perusahaan Logam dan Kimia, dan bagian Perusahaan 
Pertambangan & Agrobisnis. 
Latar belakang pembentukan OJK muncul karena adanya kebutuhan 
masyarakat akan suatu lembaga pengawasan. Kebijakan pengawasan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) ini selaras dengan kebijakan expenditure 
switching yang tengah dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk 
menghidupkan sektor riil yang secara relatif belum berjalan secara aktif 
karena pengaruh kebijakan ekonomi  
Di Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil visi & misi 
OJK sama dengan visi & misi utamanya yaitu: 
VISI OJK: 
Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, 
melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan 
industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing 








1. Mewujudkan terseenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa 
keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan 
stabil; 
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 
Selama kurang lebih 7 tahun OJK berdiri, OJK telah banyak 
mendapatkan banyak prestasi diantaranya keberhasilan layanan konsumen 
OJK di tahun 2016 yang telah menyelesaikan aduan sebanyak 91% dari 62.157 
aduan yang terdiri dari 39.900 pertanyaan (64,2%), 18.464 informasi (29,7%) 
dan 3.793 pengaduan konsumen (6,1%) sejak tahun 2013. Selain itu, Ketua 
Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad juga mendapatkan penghargaan 
Global Good Governance (3G) untuk kategori Government & Politics - Civil 
Service Award dari Cambridge IF Analytica di tahun 2016 atas 
keberhasilannya yang dinilai telah menjadi inspirasi dalam upaya menjunjung 
tinggi aspek profesionalisme dan mendorong penerapan tatakelola yang baik 

















Pada tahun 2017, OJK meraih penghargaan Global Inclusion Awards 
2017 untuk regional Asia dan Pasifik (CYFI Country Award) dalam dalam The 
Global Inclusion Awards 2017 yang diselenggarakan oleh Child and Youth 
Finance International (CYFI) di Berlin. Prestasi ini diterima OJK atas 





pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim regulasi yang memperhatikan 
aspek keuangan bagi anak dan pemuda/i. Pada tahun yang sama, OJK juga 
meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 
penilaian pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN) dan bidang pengendalian gratifikasi terbaik 2017 di kategori 
Kementerian dan Lembaga. Penghargaan di bidang sistem pengendalian 
gratifikasi terbaik merupakan yang kedua kalinya diterima OJK, sebelumnya 
pada tahun 2016. 
 
B. Struktur Organisasi Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor 
Riil Otoritas Jasa Keuangan 
Struktur organisasi perusahaan merupakan sebuah garis hierarki yang 
mendeskrepsikan komponen-komponen yang membentuk perusahaan dimana 





fungsi masing-masing. Struktur organisasi berfungsi memberikan kejelasan 
tanggung jawab, kejelasan kedudukan, kejelasan jalur hubungan, dan kejelasan 
uraian tugas. Berikut ini adalah struktur organisasi pada OJK di Direktorat 
Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil :  
 
Gambar 2.2Struktur Organisasi Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan 
Sektor Riil 
(Sumber: http://www.ojk.go.id/) 
Dalam praktek kerja saya di OJK saya di tempatkan di Direktorat 
Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Rill yang berada di bawah Departemen 
Pengawasan Pasar Modal 2B, berikut adalah struktur organisasinya. 
Struktur organisasi DPKR terdiri dari Bagian Penilaian Perusahaan 
Sektor Riil dan Bagian Pemantauan Perusahaan Sektor Riil. Bagian Penilaian 
dipimpin oleh Deputi Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Riil dan bagian 
pemantauan dipimpin oleh Deputi Direktur Pemantauan Perusahaan Sektor 
Riil. Bagian Penilaian terbagi menjadi dua, yaitu: Bagian Penilaian Perusahaan 
Pabrikan dan Bagian Penilaian Perusahaan Non Pabrikan. Bagian Penilaian 
Perusahaan Pabrikan bertugas melakukan penelaahan atas dokumen 
Pernyataan Pendaftaran termasuk prospektus dan dokumen lainnya, 
Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan 
keterbukaan aksi korporasi EPP untuk perusahaan yang bergerak di industri 
pabrikan seperti industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka 
industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia. Bagian 
Penilaian Perusahaan Non Pabrikan bertugas melakukan penelaahan atas 





Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan 
keterbukaan aksi korporasi EPP untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, 
dan agrobisnis. Bagian Pemantauan terbagi menjadi tiga, yaitu: Bagian 
Pemantauan Perusahaan Aneka Industri, Bagian Pemantauan Perusahaan 
Industri Dasar, Logam dan Kimia, dan Bagian Pemantauan Perusahaan 
Pertambangan dan Agrobisnis. Bagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri 
bertugas memantau EPP yang bergerak di bidang industri tekstil, garmen, alas 
kaki, barang konsumsi, dan aneka industri lainnya. Bagian Pemantauan 
Perusahaan Industri Dasar, Logam dan Kimia bertugas memantau EPP yang 
bergerak di industri dasar, logam, dan kimia. Bagian Pemantauan Perusahaan 
Pertambangan dan Agrobisnis bertugas memantau EPP yang bergerak di 
industri pertambangan, kehutanan dan agrobisnis, serta pelaksanaan urusan 
administrasi direktorat.  
 
1. Fungsi dan Tugas Pokok DPKR 
Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil (DPKR) 
merupakan direktorat yang berada di bawah Departemen Pengawasan 
Pasar Modal 2B. Berdasarkan Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa 
Keuangan  No. 36/PDK.02/2013 Pasal 505 menyatakan bahwa Direktorat 
Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil mempunyai fungsi 
pengembangan kebijakan, penelaahan dan pemantauan terkait Emiten dan 
Perusahaan Publik yang bergerak di sektor riil, yang terintegrasi terhadap 





36/PDK.02/2013 Pasal 505, Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan 
Sektor Riil mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan 
Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil; 
b. Menelaah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Emiten dan 
Perusahaan Publik di sektor riil; 
c. Menelaah Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan 
Publik di sektor riil; 
d. Menelaah Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan 
Publik di sektor riil; 
e. Menelaah keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik 
di sektor riil; 
f. Memantau keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan 
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan 
Perusahaan Publik di sektor riil.Memantau laporan Emiten dan 
Perusahaan Publik di sektor riil;  
g. Mengembangkan kebijakan dan menyusun rancangan peraturan terkait 
Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil; 
h. Melakukan koordinasi dengan direktorat atau lembaga terkait untuk 
pengembangan kebijakan dan pengawasan terkait Emiten dan 
Perusahaan Publik di sektor riil; 






2. Tugas-tugas pokok tersebut terkait Emiten dan Perusahaan Publik. 
a. Penilaian 
Tugas pokok dari Bagian Penilaian Keuangan Perusahaan 
Sektor Rill yaitu menelaah dokumen-dokumen yang diperlukan dalam 
rangka Penawaran Umum dan Aksi Korporasi yang akan dilakukan 
oleh Emiten. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang 
dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat 
berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang 
Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. 
Proses penawaran umum dimulai dengan Emiten mengajukan 
surat dan dokumen Pernyataan Pendaftaran, selanjutnya OJK 
melakukan penelaahan terhadap kelengkapan dokumen utama dan 
dokumen pendukung dilihat dari 3 aspek yaitu Aspek Keterbukaan, 
Aspek Akuntansi, dan Aspek Hukum, hasil penelaahan dinyatakan 
dalam Letter of Comment dan dikirim kepada Emiten selambat-
lambatnya 45 hari kerja. Setelah mengajukan pernyataan pendaftaran, 
Emiten masih dapat melengkapi atau memperbaiki dokumen 
pernyataan pendaftaran jika dirasa masih kurang lengkap atau perlu 
disesuaikan dengan kondisi yang terjadi setelah pengajuan pernyataan 
pendaftaran. 
b. Pemantauan 
Tugas pokok dari Bagian Pemantauan Keuangan Perusahaan 





Laporan Keuangan Tahunan (LKT) dan Laporan Keuangan Tengah 
Tahunan (LKTT). Setelah menerima Laporan Keuangan dari Emiten 
atau Perusahaan Publik, bagian pemantauan melakukan penelaahan 
terhadap Laporan Keuangan. Penelahaahan Laporan Keuangan 
Tahunan (LKT) dilaksanakan pada bulan April hingga Juni. Dan 
penelaahan Laporan Keuangan Tengah Tahun (LKTT) dilaksanakan 
pada bulan Juli hingga September. Dalam proses penelahaahan, jika 
ditemukan hal-hal yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan peraturan 
maka bagian pemantauan akan mengirimkan surat kepada emiten 
untuk meminta keterangan terkait adanya ketidak jelasan, kesalahan 
maupun pelanggaran. 
Penjelasan Prosedur Kerja : 
1) Laporan Keuangan (“LK”) terdiri dari Laporan 
KeuanganTahunan (“LKT”) dan Laporan Keuangan Tengah 
Tahunan(“LKTT”);  
2) Setelah LK diterima dari Emiten atau Perusahaan Publik (EPP) 
dan SOP Penyampaian Laporan Berkala dilaksanakan, LK 
ditelaah oleh staf bagian pemantauan terkait (staf); 
3) Dalam penelaahan, dilakukan penelaahan kesesuaian bentuk, isi 
dan persyaratan dalam penyajian LK. Hasil dari penelaahan 





a) Apabila bentuk dan isi LK telah sesuai, maka staf menyusun 
konsep Catatan Dinas hasil penelaahan dari Deputi Direktur 
kepada Direktur (CD Selesai); 
b) Apabila bentuk dan isi LK belum sesuai, maka staf menyusun 
konsep Catatan Dinas dari Deputi Direktur pemantauan 
kepada Direktur (CD) dan konsep Surat Tanggapan dari 
Direktur kepada EPP (Surat). 
4) Selanjutnya EPP yang disurati menyampaikan tanggapan lebih 
lanjut dan akan dilakukan review atas tanggapan tersebut, apabila 
telah sesuai dapat dilakukan update data yang kemudian di-file, 
sedangkan apabila belum sesuai dapat dilakukan Usulan 
Rekomendasi. Usulan Rekomendasi dapat berupa pembinaan, 
PemeriksaanTeknis, pelimpahan kepada Direktorat Pemeriksaan 
Pasar Modal (DPKM) atau pelimpahan kepada Direktorat 
Pengenaan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal (DSKP).  
Tujuan dilakukannya pemantauan terhadap emiten adalah 
untuk melihat dan mengetahui apakah emiten tersebut sudah 
mematuhi seluruh aspek dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
tentang Pasar Modal.  
Prinsip yang ada pada Bagian Pemantauan Keuangan 
Perusahaan Sektor Riil ialah sebagai berikut : 





Transparansi informasi mengenai seluruh kegiatan 
perusahaan yang harus diberitahukan kepada publik bisa 
melalui iklan pada koran, web perusahaan dan lain-lain. 
Tujuannya agar publik mengetahui bisnis sistem pada 
perusahaan tersebut, sehingga publik atau perusahaan lain yang 
tergolong kecil atau menengah dapat mengambil nilai-nilai 
positif dari perusahaan tersebut.  
2) Perlindungan kepada Investor 
Dengan emiten mematuhi seluruh aspek tentang pasar 
modal secara langsung OJK telah melindungi investor dari 
fraud/kecurangan emiten. Contohnya : dengan adanya 
penelaahan terhadap laporan keuangan emiten, emiten tidak dapat 
untuk memanipulasi laporan keuangan tersebut, misalkan dengan 
membesar-besarkan pendapatan, aset dan lain sebagainya.  
Pemantauan pada sektor riil yang dipimpin oleh Kamariah 
yaitu bagian Aneka Industri itu terdiri dari: 
a) Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki, [Kepala Subbagian: Achsin] 
b) Barang Konsumsi, [Kepala Subbagian: Gracia Maniur C] 






3. Fungsi dan Tugas Pokok Bagian Pemantauan Perusahaan Tekstil, Garmen, 
dan Alas Kaki 
Tugas Pokok: 
a. Menyiapkan bahan perumusan pengawasan keterbukaan dan 
pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perUndang-
Undangan yang berlaku; 
b. Melakukan penelaahan laporan pemantauan perusahaan industri 
tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, dan aneka industri lainnya; 
c. Melaksanakan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan 
yang ditetapkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku 
bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, 
garmen, alas kaki, barang konsumsi, dan aneka industri lainnya 
 
4. Subbagian Pemantauan Perusahaan Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki 
Tugas Pokok: 
a. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan pengawasan keterbukaan 
dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan 
perUndang-Undangan yang berlaku; 
b. Pelaksanaan penelaahan laporan; 
c. Pelaksanaan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan 
yang ditetapkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku; 
d. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan 






5. Subbagian Pemantauan Perusahaan Barang Konsumsi 
Tugas Pokok:  
a. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan pengawasan keterbukaan 
dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan 
perUndang-Undangan yang berlaku 
b. Pelaksanaan penelaahan laporan 
c. Pelaksanaan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan 
yang ditetapkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku 
d. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan 
Perusahaan Publik untuk perusahaan industri barang konsumsi. 
 
6. Subbagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri Lainnya 
a. Tugas Pokok: 
1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan pengawasan 
keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh 
peraturan perUndang-Undangan yang berlaku; 
2) Pelaksanaan penelaahan laporan; 
3) Pelaksanaan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan 
persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perUndang-Undangan 
yang berlaku; 
4) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan 





b. Fungsi Satuan Kerja: 
Fungsi pokok Direktorat PKP Sektor Riil adalah 
pengembangan kebijakan, penelaahan dan pemantauan terkait Emiten 
dan Perusahaan Publik yang bergerak di sektor riil. Berdasarkan data 
di 2018, sejumlah 88 pihak emiten saham, obligasi atau sukuk dan PP 
diawasi oleh Bagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri. Emiten 
dan Perusahaan Publik (EPP) yang bertanggung jawab wajib 
melaporkan Laporan Berkala antara lain: 
1) Laporan Keuangan Berkala (Peraturan Nomor X.K.2); 
2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 
(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015); 
3) Laporan Tahunan (Peraturan Nomor POJK X.K.6); 
4) Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang (Peraturan Nomor 
IX.C.11); 
5) Rapat Umum Pemegang Saham (Peraturan Otoritas Nomor 
32/POJK.04/2014). 
Pihak-pihak tersebut juga bertanggung jawab atas pelaporan 
Laporan Insidentil yang antara lain:  
1) Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada 
Publik (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
31/POJK.04/2015);  
2) Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang 





3) Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017) 
Keterbukaan Bagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri 
berperan penting dalam pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan untuk 
mengawasi emiten dalam bidang Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki, 
Konsumsi, dan Aneka Industri lainnya dalam memenuhi segala 
kewajiban dan  tanggung jawabnya yang mencakup laporan berkala, 
Rapat Umum Pemegang Saham, dan kegiatan investasi lainnya 
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun jika, terdapat 
indikasi yang dilakukan oleh EPP, bagian tersebut dapat meneruskan 
ke Direktorat terkait untuk dikenakan sanksi atau diperiksa lebih 
lanjut. 
1) Fungsi 
Pengembangan kebijakan, penelaahan dan pemantauan 
terkait Emiten dan perusahaan Publik yang bergerak disektor 
rill, yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor 
jasa keuangan. 
2) Tugas Pokok:  
a) Melakukan pengumpulan dan pengolahan data berkaitan 
dengan Emiten dan Perusahaan Publik di sektor rill; 
b) Menelaah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum 





c) Menelaah Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan 
Perusahaan Publik di sektor rill; 
d) Menelaah Pernyataan penggabungan Usaha Emiten dan 
Perusahaan Publik di sektor rill; 
e) Menelaah keterbukaan aksi korporasi Emiten dan 
Perusahaan Publik di sektor rill; 
f) Memantau keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang 
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik di sektor rill; 
g) Memantau laporan Emiten dan Perusahaan Publik disektor 
rill; 
h) Mengembangkan kebijakan dan merumuskan rancangan 
peraturan terkait Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Rill; 
i) Melakukan koordinasi dengan direktorat atau lembaga 
terkait dalam rangka pengembangan kebijakan dan 
pengawasan terkait Emiten dan Perusahaan Publik di sektor 
rill;  











7. Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar, Logam dan Kimia 
Tugas Pokok: 
a. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan pengawasan keterbukaan 
dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
b. Pelaksanaan penelaahan laporan; 
c. Pelaksanaan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan 
yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi 
Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar, logam 
dan kimia.  
 
8. Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis 
Tugas Pokok: 
a. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan pengawasan keterbukaan 
dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
b. Pelaksanaan penelaahan laporan; 
c. Pelaksanaan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan 
yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi 







9. Subbagian Pengembangan Kebijakan Keterbukaan Emiten dan Perusahan 
Publik Sektor Riil 
Tugas Pokok: 
a. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan yang terkait 
dengan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil; 
b. Pelaksanaan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan 
yang terkait dengan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil; 
c. Pelaksanaan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan 
keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil; 
d. Staf Subbagian Pengembangan Kebijakan Keterbukaan Emiten dan 
Perusahan Publik Sektor Riil; 
e. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan yang terkait 
dengan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil; 
f. Pelaksanaan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan 
yang terkait dengan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil; 
g. Pelaksanaan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan 
keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil.  
 
10. Subbagian Administrasi 
Tugas Pokok: 
a. Penyiapan urusan organisasi; 
b. Penyiapan urusan sumber daya manusia; 





d. Penyiapan urusan teknologi informasi; 
e. Penyiapan urusan logistik direktorat. 
 
C. Kegiatan Umum Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil 
Otoritas Jasa Keuangan 
Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil 
merupakan dibawah pengawasan pasar modal 2B yang menjalankan 
kegiatan umumnya sebaga berikut: 
1) Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 
Penyampaian paling lambat akhir bulan ke-3 setelah tanggal 
Laporan Keuangan Tahunan. 
a) Laporan Keuangan Tengah Tahun (LKTT); 
b) Pemeringkat Efek; 
c) Membuat laporan atas POJK 31/POJK.04/2015 “Keterbukaan 
Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau 
Perusahaan Publik; 
d) Membuat laporan atas Peraturan No.IX.E.1 : Transaksi Afiliasi 
dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;  
e) Membuat laporan atas Peraturan No.IX.E.2 : Transaksi 
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.  
1 
BAB III  
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Pekerjaan 
Praktikan ditepatkan pada Direktorat Sektor Riil Pasar Modal 2b dalam 
bidang pemantauan keuangan perusahaan (DPKP) bagian Aneka Industri yang 
terdiri dari sub bagian Teknik, Garmen, dan Alas Kaki. Lalu, sub bagian 
Konsumsi, dan terakhir yaitu sub bagian Aneka Industri lainnya. Sesuai dengan 
jurusan ekonomi di kampus praktikan yaitu pada program studi Akuntansi, oleh 
karna itu ditepatkan di DPKP karna di sini terkhususkan oleh yang mempunyai 
background jurusan ekonomi untuk terfokuskan pada penelaahan laporan 
keuangan. 
Dalam menjalankan praktik kerja lapangan ini, praktikan mencakup 
beberapa pekerjaan yaitu: 
1. Monitoring Hasil RUPS PPTGA (Perusahaan publik Teknik, Garmen, dan 
Alas Kaki);  
2. Monitoring Surat Masuk PPAI (Perusahaan publik Aneka Industri); 
3. Menelaah Laporan Keuangan Tengah Tahun PPTGA (Perusahaan Publik 
Teknik, Garmen, dan Alas Kaki); 
4. Monitoring Laporan Hutang Valas PPAI (Perusahaan Publik Aneka 
Industri); 






B. Pelaksanaan kerja 
Pelaksanaan kerja ini kurang lebih 2 bulan, terhitung dari tangga l6 Juli-
10 September 2018. Di mulai pukul 07:30 hingga 16:30 setiap hari kerja senin-
jum’at. 
Pada hari pertama praktikan mulai di briefing oleh pihak SDM OJK, 
dengan menjelaskan sejarah singkat OJK dan pengenalan beberapa hal serta 
setelah itu diberi kartu akses masuk untuk peserta PKL dan terakhir pada siang 
hari, kami di arahkan segera menuju lokasi penempatan PKL. 
Saat di Gedung OJK yang di daerah lapangan banteng praktikan 
menemui kepala bagian direktorat sektor riil dan praktikan ditepatkan pada 
bagian DPKP (Direktorat Pemantauan Keuangan Publik) sektor riil bagian 
Aneka Industri. Hari pertama kerja praktikan diperkenalkan oleh beberapa 
Peraturan Umum OJK sebelum praktikan akan bekerja ke tahap lebih lanjut. 
Dengan membaca dan menelaah apa saja hal yang harus praktikan kerjakan 
dengan pedoman POJK tersebut. 
 
1. Monitoring Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PPTGA 
(Perusahaan publik Teknik, Garmen, dan Alas Kaki) 
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan 
yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau 
dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang 





dimaksud dengan wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau 
dewan komisaris adalah hak untuk: 
a. Mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan komisaris; 
b. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau 
pemisahan; 
c. Menyetujui pengajuan permohonan agar perseroannya dinyatakan 
pailit; 
d. Menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan; 
e. Mengubah anggaran dasar; 
f. Membubarkan perseroan. 
 
Memonitoring RUPS ini dengan cara di Microsoft Excell: 
a. Menerima hasil disposisi surat (Lampiran 24, Halaman 68); 
b. Memilah surat yang mengenai RUPS; 
c. Isi kolom tanggal terima dokumen RUPS (Lampiran 18, Halaman 62); 
d. Isi pada pilihan RUPST/RUPSLB; 
e. Isi kolom tanggal diadakan RUPS; 
f. Isi kolom tanggal penyampaian laporan; 
g. Isi pada tools yang tersedia sesuai dokumen yang diterima praktikan 
dari emiten yang melaporkan informasi mengenai RUPS, yaitu: 
1) Pengumuman; 
2) Panggilan; 





4) Penyampaian ringkasan pengumuman risalah ke OJK; 
5) Penyampaian risalah ke OJK. 
h. Setelah memilih sesusai tools, lalu isi keterangan pada tools 
berikutnya: 
1) Isi tanggal seharusnya disampaikan; 
2) Pilih iya/tidak pada kolom penyampaian bukti iklan melalui 
elektronik maupun hardcopy; 
3) Pilih pilihan telat/tidak, pada saat penyampaian laporan 
dokumen RUPS; 
4) Jika telat, isi pada kolom berapa jumlah hari keterlambatan; 
5) Isi iya/tidak pada kolom penyampaian di situs web bursa dan 
situs web perseroan. 
i. Meringkas hasil RUPS untuk diketik pada tools yang tersedia sesuai 
dengan kode emitennya (Lampiran 22, Halaman 66) ; 
j. Save hasil monitoring RUPS, untuk diserahkan kembali pada mentor 
praktikan. 
 
2. Monitoring Surat Masuk  PPAI (Perusahaan Publik Aneka Industri) 
Surat yang masuk ke Direktorat Pemantauan Keuangan Perusahaan 
Sektor Riil bermacam-macam. Laporan keuangan (LK) salah satunya. LK 
yang harus disampaikan emiten adalah laporan keuangan tengah tahun 
(LKTT) dan laporan keuangan tahunan (LKT). LKTT dan LKT dikirimkan 





POJK No. 7 /POJK.04/2018 tentang “Penyampaian Laporan Melalui 
Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik”. 
Periode PKL praktikan berada di masa emiten dalama 
penyampaian LKTT. Praktikan diminta oleh Mentor untuk memonitoring 
ke surat-surat masuk Bagian PPAI ke Ms. Excel “PPPK 2018”. Kegiatan 
monitoring ini berfungsi untuk menjaga kedisiplinan emiten dalam 
menyampaikan kegiatan-kegiatan perusahaan dan LK kepada pengawas, 
salah satunya yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masyarakat. Adapun 
batas waktu penyampaian laporan keuangan tengah tahun (LKTT) 
unaudited yaitu pada 30 Juni, laporan keuangan tengah tahun (LKTT) 
audited dan bukti iklan pada 31 Juli. Batas waktu penyampaian laporan 
keuangan tahunan (LKT) unaudited yaitu pada 31 Desember dan laporan 
keuangan tahunan (LKT) audited bukti iklan pada 31 Maret. Praktikan juga 
diminta untuk menghitung jumlah hari keterlambatan emiten dalam 
menyampaikan laporan keuangan tengah tahun (LKTT) lalu mentransfer 
data kepada mentor yang kemudian akan dibuatkan surat pelanggaran 
administrasi.  Sebelum memonitoring, biasanya praktikan diminta oleh 
Deputi Direktur Pemantauan  
Perusahaan Sektor Rill untuk melakukan transfer surat yang telah 
didisposisi berdasarkan bagian sektor ke dalam http://sinta.ojk.go.id. 
Website http://sinta.ojk.go.id tidak dapat dilampirkan dikarenakan hanya 





Memonitoring surat yang sudah di disposisi dari Staf OJK lalu 
Praktikan membuka komputer kantor lalu klik ke Microsoft Excell dengan 
menginput (Lampiran 26, Halaman 70): 
a. Tanggal Input Surat; 
b. Kode Emiten; 
c. Kode Pengirim; 
d. Nomer Surat; 
e. Tanggal Surat Masuk; 
f.     Tanggal Pengiriman Surat; 
g. Tanggal TTD Deputi; 
h. Tanggal TTD Kabag; 
i.     Tanggal TTD Kasubag; 
j.      Inti surat. 
k. Lalu setelah selesai menginput, Klik Save untuk disimpan kembali. 
 
3. Menelaah Laporan Keuangan Tengah Tahun PPTGA (Perusahaan 
publik Teknik, Garmen, dan Alas Kaki) 
Laporan keuangan tengah tahun (LKTT) atau laporan keuangan 
tahunan (LKT) yang telah dilakukan disposisi akhir kepada staf akan 
dilakukan telaah pada laporan keuangannya. Sebelum praktikan 
melakukan telaah laporan keuangan, praktikan diminta untuk membaca 
acuan pelaksanaan telaah laporan keuangan yaitu Peraturan No. X.K.2, 





Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.”, Peraturan 
Standar Akuntansi VIII.G.7 tentang “Pedoman Penyajian Laporan 
Keuangan. 
Kegiatan yang praktikan lakukan pertama kali dalam proses telaah 
laporan keuangan (LK) adalah crosscheck komponen laporan keuangan 
(LK) berdasarkan Peraturan No. X.K.2, Keputusan Ketua Bapepam No. 
KEP-346/BL/2003 tentang “Penyampaian Laporan Keuangan Berkala 
Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Standar Akuntansi VIII.G.7 
tentang “Pedoman Penyajian Laporan Keuangan”. Proses crosscheck 
komponen laporan keuangan (LK) yaitu memastikan apakah data yang 
disampaikan sudah sesuai dengan keterangan yang harus disampaikan 
berdasarkan Peraturan No. X.K.2. Apabila terdapat kekurangan komponen 
laporan keuangan (LK) pada emiten, pengawas akan mengirimkan surat 
dan emiten harus menyampaikan laporan keuangan (LK) yang sudah 
dilakukan revisi dengan subject “LKTT/LKT PT. xx Tbk (Revisi)”.  Pada 
tahap crosscheck praktikan tidak diberikan lembar kerja dikarenakan file 
yang sama sedang digunakan oleh staf yang bersangkutan dan tidak dapat 
dibuka secara bersamaan sehingga praktikan harus membuat file tersendiri 
untuk membuat catatan kelengkapan LK. 
Kegiatan selanjutnya adalah praktikan diminta untuk mengisi 
lembar kerja pada Ms. Excel “Telaah PPTGA 2018” dan “Telaah PPAI 
2018” berdasarkan hardcopy laporan keuangan tengah tahun (LKTT) yang 





yang disampaikan seharusnya sudah menyampaikan seluruh komponen 
yang tertera dalam lembar kerja. Namun, pelaksanaanya, parktikan masih 
menemukan beberapa kekurangan komponen yang seharusnya 
disampaikan oleh emiten. Dalam Ms. Excel, praktikan diminta untuk 
mengisi kegiatan emiten yang mencakup tanggal pelaporan 
LKT/LKTT/iklan, kualitas audit, dan semacamnya. Semua data tersebut 
sudah tersedia berdasarkan hardcopy LKTT dan SPE yang diterima oleh 
praktikan sehingga praktikan hanya cukup mencari. 
Menelaah LKTT PPTGA: 
a. Membuat folder dan mendownload LKTT PPTGA dan PPAI pada 
tahun ini da tahun sebelumya di IDX; 
b. Mengkelompoki sesuai peusahaan dengan kode emiten saham sesuai 
di IDX; 
c. Membuka folder PPTGA dan PPAI tentang Standar Akuntansi lalu 
klik folder LKTT dan pilih sesuai kode emitennya; 
d. Menginput nilai yang di LKTT ke tools yang tersedia dalam nama 
akun: laba rugi bersih, jumlah aset, jumlah aset lancar, jumlah 
liabilitas, jumlah liabilitas lancar, jumlah ekuitas, modal disetor, dan 
penjualan. (Lampiran 31, Halaman 75);  
e. Lanjut ke sheet berikutnya untuk mengecek rasio Debt to Asset Ratio, 
Debt to Equity Ratio, ROA, ROE, dan Current Asset yang sudah terlink 






f. Membuat catatan di Ms. Word  jika ada yang tidak sesuai ketentuan 
tools telaahan; 
g. Menyimpan catatan tersebut untuk diprint lalu di diskusikan kepada 
mentor untuk mengecek kembali untuk mengurangi kesalahan 
praktikan; 
h. Mencetang di kertas sesuai kode eminten yang sudah di telaah 
(Lampiran 13, Halaman 57). 
Pada lembar kerja yang sama, praktikan juga diminta untuk mencatat 
kembali jumlah aset lancar, aset tidak lancar, total aset, liabilitas lancar, 
liabilitas tidak lancar, total liabilitas, dan ekuitas, yang kemudian dibuat 
perhitungan persentase untuk menganalisis kenaikan atau penurunan aset, 
liabilitis, dan ekuitas dengan tahun yang sebelumya. Selain itu praktikan juga 
diminta untuk melakukan analisis rasio pada laporan keuangan tengah tahun 
(LKTT) emiten. Proses telaah laporan keuangan yang praktikan lakukan juga 
mencakup perhitungan rasio yaitu Debt to Aset, Debt to Equity, Return to Assets 
(ROA) Return to Equity (ROE), Current Ratio. Praktikan juga diminta untuk 
menghitung beberapa akun yang mencurigakan (memiliki kenaikan/penurunan 
signifikan dari tahun sebelumnya) dengan melampirkan alasan perubahan akun 
tersebut apabila emiten tidak melampirkan alasan perubahan signifikan pada 
angka akuntansinya. Pelaksanaan mencari akun yang mencurigakan guna 
membantu Kak mega, selaku mentor praktikan dalam melakukan analisis 
sehingga lebih cepat.  
 






Valuta asing atau yang lebih kenal dengan sebutan valas meupakan 
mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan juga diterima sebagai alat 
pembayaran dalam pedagangan internasional. Valuta asing yang banyal 
digunakan merupakn mata uang suatu negara yang memiliki peranan 
ataupun kendali yang cukup besar dalam sistem perekonomian di dunia. 
Fungsi valas merupakan sebagai alat tukar Internasional, alat pengendali 
kurs, dan alat untuk  memperancar perdagangan internasional. 
Memonitoring laporan hutang valas: 
a. Buka folder di komputer PPTGA; 
b. Memilih folder laporan aalas; 
c. Membaca laporan valas perushaan X, Y, Z dan melihat pada bulan 
serta tahun berapa laporan valas itu yang dilaporkan ke OJK; 
d. Menginput nilai valas perusahaan sesuai mata uangnya lalu pilih 
sesusai bulan dan tahun yang ada pada lampiran di laporan atas 
transaki internasional hutang valas (Lampiran 39, Halaman 72); 
e. Isi data tersebut sampai akhir tahun atas tahun terakhir di laporan 
perusahaan X (Lampiran 40, Halaman 73); 
f. Save data tersebut; 
Dengan adanya Monitoring laporan hutang valas dapat mengetaui 
atas transaksi internasional perkembangan hutang yang dilakukan atas 
perdagangan internasional agar OJK bisa memantau tingkat hutang luar 






5. Workshop E-Sprint 
Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan sistem informasi Perizinan 
dan Registrasi Terintegrasi (Sprint) penerbitan obligasi dan sukuk untuk 
emiten untuk memudahkan proses perizinan dengan cara 
mengintegrasikan proses perizinan antara kompartemen pasar modal dan 
pihak emitennya. Melalui Sprint proses perizinan penerbitan obligasi dan 
sukuk untuk emiten dipersingkat dari waktu 105 hari menjadi 22 hari kerja. 
Sprint juga telah ditetapkan sebagai virtual single window bagi 
emiten dalam proses perizinan di OJK. Sebagai bentuk transparansi proses 
perizinan, Sprint juga dilengkapi fitur tracking sehingga pemohonan dapat 
senantiasa melakukan monitoring terhadap proses perizinan yang 
diajukan. 
Pekerjaan sebelum workshop E-Sprint: 
a. Praktikan membantu mengirim surat melalui aplikasi Sielog ( Sistem 
Informasi Ekspedisi Logistik); 
b. Menerima data alamat dan alamat email seluruh pihak Emiten yang di 
undang ke acara Workshop; 
c. Membuka aplikasi Sielog di komputer OJK; 
d. Mengisi data sesuai ketentuan untuk mengirim surat melalui email 
langsung ke pihak emiten; 






f. Memasuki lampiran surat undangan yang sudah dibuat administrasi 
Sektor Riil ke dalam surat; 
g. Mengelompoki surat sesuai bidang sektor; 
h. Memberikan surat kepada pihak administrasi Sektor Riil untuk 
dikirimkan ke para undangan workshop. 
Saat workshop berlangsung praktikan diberikan tugas untuk menjadi 
terima tamu selama jalannya acara berlangsung, acara ini tidak berlaku 
untuk umum hanya beraku untuk pihak OJK dan pihak emiten yang di 
undang setelah akhir acara di tutup dengan foto panitia bersama (Lampiran 
42, Halaman 88). 
 
C. Kendala Yang Dihadapi   
Dalam melakukan pekerjaan di Otoritas Jasa Keuangan praktikan 
mengerjakan pekerjaan sesuai ketepatan waktu dan hasil yang baik, tapi ada 
beberapa kendala yang dirasakan oleh praktikan. 
Adapun kendala yang dihadapi praktikan selama melaksanakan PKL di 
OJK adalah:  
1. Praktikan minggu pertama cukup sulit memahami peraturan OJK yang 
berlaku sebelum memulai pekerjaan karna telalu banyak POJK yang harus 
dipahami; 
2. Pihak mentor cukup sibuk rapat dengan pihak kepala sub bagian dan kepala 





3. Praktikan sulit mengerti untuk proses penelaahan karna lebih masuk ke 
mata kuliah Audit dan pasar modal; 
D. Cara Mengatasi Kendala  
Berdasarkan kendala yang dihadapi, praktikan melakukan hal-hal untuk 
meminimalisir kendala tersebut dengan cara-cara sebagai berikut: 
1. Praktikan harus diskusi dengan mentor ataupun staf di PPTGA mengenai 
peraturan di OJK yang berlaku dan memahami secara mudah dengan 
mudahnya penyampaian informasi POJK dari pihak mentor ataupun staf 
PPTGA; 
2. Jika pihak mentor sibuk saya bisa berdiskusi dengan staff PPTGA lainnya 
karna pihak mentor saya merupakan staf baru oleh karna itu banyak jadwal 
pelatihan yang harus di ikuti sertakan olehnya; 
3. Praktikan Learning By Doing dengan proses kerja dan setelah proses kerja 
di selesaikan, saya minta di koreksi agar tahu kesalahan yang terjadi dan 
mendapatkan ilmu baru karna kurangnya pemahaman untuk mata kuliah 








A. Kesimpulan   
Kegiatan PKL merupakan suatu media bagi praktikan untuk 
mengaplikasikan ilmu yang didapat di perkuliahan ke dalam lingkungan kerja 
nyata. Dalam pelaksanaan PKL di Otoritas Jasa Keuangan, praktikan 
memperoleh banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan dalam penyesuaian 
diri dengan lingkungan kerja yang sesungguhnya. 
Selama melaksanakan PKL di Otoritas Jasa Keuangan praktikan 
mendapatkan ilmu dan pola pikir dalam menyelesaikan permasalahan di dalam 
dunia kerja serta mendapartkan maksud dari praktikan PKL di instansi ini. Di 
mana praktikan dilatih untuk disiplin waktu, lebih cepat memahami cara kerja, 
lebih bersikap mandiri, dan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan 
tugas yang diberikan oleh mentor.  
Selama melaksanakan PKL di Otoritas Jasa Keuangan, praktikan dapat 
mengambil kesimpulan dari berbagai tugas yang praktikan kerjakan. Adapun 
beberapa kesimpulan yang dapat praktikan ambil adalah :  
1. Praktikan mengerti Peraturan OJK mengenai aturan yang berlaku untuk 
melakukan pekerjaan di Otoritas Jasa Keuangan; 








3. Praktikan dapat mengerti cara mengambil kesimpulan dari hasil laporan 
Rapat Umum Pemegang Saham; 
4. Praktikan dapat menelaah Laporan Keuangan emiten yang terdaftar pada 
bagian sektor riil di Otoritas Jasa Keuangan; 
5. Praktikan dapat memantau Hutang Valas pihak emiten dalam pelaksanaan 
transaksi internasional yang terjadi pada perusahaannya; 
6. Praktikan dapat mengetahui pentingnya administrasi untuk mempermudah 
pihak emiten dalam proses laporan yang harus disampaikan. 
 
B. Saran  
Berdasarkan pengalaman selama menjalani Praktik Kerja Lapangan, 
praktikan memiliki beberapa saran yang kiranya dapat membantu pelaksanaan 
PKL kedepannya agar lebih baik lagi. Adapun saran yang dapat praktikan 
berikan adalah sebagai berikut:   
1. Bagi Mahasiswa Akuntasi FE UNJ 
a. Harus aktif bertanya saat proses pekejaan di berikan oleh pihak 
instansi; 
b. Dapat mengambil ilmu yang berlaku jika proses pekerjaan sudah 
selesai dan di evaluasi; 








2. Bagi Pihak Fakultas Ekonomi UNJ 
a. Briefing yang dilakukan diharapkan dilakukan dari jauh hari; 
b. Memberikan arahan pekerjaan yang bisa di rekomendasikan pihak 
fakultas kampus agar sesuai bidangnya; 
c. Memberikan dosen pembimbing sejak awal PKL agar bisa berdiskusi 
juga terkait tugas saat PKL berlangsung. 
3. Bagi Pihak Intansi 
a. Pihak learning Center OJK bisa menetapkan direktorat untuk 
praktikan bekerja sesuai bidang/jurusannya; 
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Lampiran 44: Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL 
 
